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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Pengawasan 

Eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial Menurut Pasal 24B ayat (1) 

UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-IV. Hasil penelitian ini untuk menjawab 

pertanyaan bagaimana pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi 

Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-IV, 

dan bagaimana analisis fiqh siya>sah terhadap pengawasan eksternal Hakim 

Konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 amandemen ke-IV.  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research). 
Data dikumpulkan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan 

kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, surat 

kabar online, artikel online, jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana 

yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini. Data yang diperoleh 

diolah dengan cara editing, organizing dan analyzing, dengan menggunakan 

metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. 

Hasil penelitian penulis dapat menjawab dari rumusan masalah bahwa 

Komisi Yudisial berhak untuk melakukan pengawasan eksternal kepada Hakim 

konstitusi. Hal ini dikarenakan frasa “hakim” dalam pasal 24B ayat (1) UUD NRI 

Tahun 1945 tertuju pada makna semua hakim tidak terkecuali Hakim Konstitusi. 

Dengan adanya pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial, maka fungsi dan 

kewenangan Hakim Konstitusi akan lebih efektif mengingat bahwa pengawasan 

tiada lain bertujuan untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah 

absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang. 

Konsep pengawasan yang dilakukan oleh lembaga al-h}isbah sangatlah 

berkesesuaian dengan konsep pengawasan eksternal Hakim Konstitusi, hal ini 

dikarenakan wilayah al-h}isbah menurut Hasbi Ash-Shiddiqie dan Imam al-

Mawardi berfungsi untuk menangani persoalan moral dan mengawasi adab-adab 

kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun sehingga Komisi Yudisial 

berhak untuk mengawasi Hakim Konstitusi sebagaimana surah Ali Imran ayat 

104. 

Negara hukum yang ideal yakni dimana tidak ada satu lembaga 

negarapun, yang bersifat superbody tanpa adanya pengawasan secara eksternal. 

Pengawasan eksternal hakim konstitusi sangatlah penting, sebab jika hanya 

dilakukan secara internal tentu akan memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu 

pengawasan hakim konstitusi secara eksternal adalah suatu kebutuhan yang 

relevan dengan kondisi ketatanegaraan Republik Indonesia. Maka hendaknya 

MPR melakukan amandemen yang kelima dengan memperjelas maksud hakim 

dalam pasal 24B ayat (1).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsep ini sudah 

tertuang dan tercantum di dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan 

UUD NRI Tahun 1945) yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”, 

artinya bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak 

berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Di dalamnya terkandung 

pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan 

konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan 

menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, 

adanya jaminan-jaminan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang 

Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang 

menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin 

keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang 

oleh pihak yang berkuasa.
1
 

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan sebanyak empat 

kali telah melakukan pembaharuan seluruh sistem ketatanegaraan di 

Indonesia secara mendasar termasuk sistem kekuasaan kehakiman. Salah  

                                                           
1
 Jimly Asshiddiqie,  Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 

56. 
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satu perubahannya yaitu di dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman 

pada pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Lewat perubahan 

ketiga UUD NRI Tahun 1945, telah lahir dua lembaga negara baru dalam 

lingkungan kekuasaan kehakiman di Indonesia yakni Mahkamah 

Konstitusi (24C) dan Komisi Yudisial (24B), disamping Mahkamah 

Agung (24A) serta badan-badan peradilan di bawahnya. 

Pasca amandemen kedaulatan rakyat ditentukan, dibagikan secara 

horizontal dengan cara memisahkannya (Separation of Power) menjadi 

kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang 

sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip 

checks and balances.2 Dengan adanya prinsip checks and balances, maka 

kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-

baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat 

penyelenggaraan negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-

baiknya.  

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah pada 

sistem checks and balances ditandai dengan adanya Amandemen Undang-

Undang Dasar NRI Tahun 1945 yakni lembaga negara saling mengawasi 

dan mengimbangi lembaga negara lainnya. Sesuai dengan prinsip 

pemisahan kekuasaan, kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan 

                                                           
2
 Ibid., 60. 
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kehakiman yang juga dapat dipahami, bahwa kekuasaan kehakiman 

terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 

Konstitusi merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di 

Indonesia yang merupakan puncak pemegang kekuasaan kehakiman 

bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA). 

Menurut pasal 24 C ayat (1) dan (2) menggariskan bahwa 

wewenang dari Mahkamah Konstitusi yaitu : “ (1)  Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR 

mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 

Undang-Undang Dasar.”  

Setelah adanya perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945, 

lembaga peradilan bertambah dengan masuknya MK sebagai penafsir 

konstitusi serta adanya Komisi Yudisial sebagai pengawas independen 

terhadap hakim-hakim yang ada di dalam lingkungan  peradilan, 

meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, 
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tetapi keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman.
3
 

Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tugas dan 

kewenangan Komisi Yudisial adalah “Calon hakim Agung diusulkan 

Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan 

persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

Presiden”. Serta di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang 

berbunyi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim”. 

Dari ketentuan tersebut, dalam rumusan pasal 24B ayat (1) UUD 

NRI Tahun 1945 menimbulkan perdebatan tersendiri. Dalam pasal 

tersebut dijelaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang 

berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai 

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim, artinya tugas pertama komisi 

yudisial mengusulkan pengangkatan hakim agung dan tugas kedunya 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim. Karena tugas pertama dikaitkan dengan Hakim Agung, maka 

tugas kedua dengan hakim saja maka jelas sekali artinya yaitu bahwa 

                                                           
3
 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 

2009), 206.   
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Komisi Yudisial bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku semua hakim di Indonesia. 

Tiga puluh satu Hakim Agung telah mengajukan permohonan uji 

materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 

Tentang Komisi Yudisial (UU KY) ke Mahkamah Konstitusi (2006). 

Melalui Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 pada tanggal 23 Agustus 2006 

memutuskan bahwa pasal-pasal pengawasan Komisi Yudisial terkait 

pengawasan hakim konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4
 

 Pada tanggal 2 Oktober 2013 tepatnya pada pukul. 22.00 WIB 

tim penyidik KPK menangkap tangan Akil Mochtar (Ketua MK) di 

kediamaannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
5
 Setelah 

ditangkapnya Akil Mochtar (Ketua MK) oleh KPK dalam kasus dugaan 

suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten 

Lebak, Banten dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Upaya 

penyelamatan Mahkamah Konstitusi pada saat itu adalah dengan 

dikeluarkannya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2013.
6
 

Dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 ada tiga substansi penting 

yakni, penambahan persyaratan untuk menjadi majelis hakim MK, 

                                                           
4
 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006    

5
 Icha Rastika, “Ini Kronologi Penangkapan Akil Mochtar”, dalam https://nasional.kompas.com/ 

read/2013/10/03/1837456/Ini.Kronologi.Penangkapan.Akil.Mochtar, diakses pada 28 Maret 2018  
6
 Hendra Gunawan, “Pemerintah Taati Putusan MK Soal Pembatalan Perpu”, dalam http://nasiona 

l.kontan.co.id/news/pemerintah-tunggu-putusan-mk-soal-pembatalan-perpu, diakses pada 10 Juni 

2018  

https://nasional.kompas.com/
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memperjelas mekanisme proses seleksi, dan mekanisme pengajuan hakim 

MK. Dalam konsiderans PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 juga memandang 

secara sosiologis bahwa perlu diadakan perubahan Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi untuk menyelamatkan demokrasi dan negara 

hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan 

kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai lembaga negara yang 

menjalankan fungsi menegakkan UUD NRI Tahun 1945. 

Atas kejadian tersebutlah yang melatarbelakangi terbentuknya 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang kemudian dijadikan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang pada intinya mengamanatkan KY 

sebagai lembaga yang membentuk tim panel ahli atau pengawas MK. 

Tetapi, Perppu tersebut diajukan judicial review yang hasilnya bahwa 

semua Hakim Konstitusi sepakat tidak menerima pola pengawasan 

eksternal untuk diri mereka dan lebih menginginkan adanya suatu majelis 

pengawasan etik secara intern.
7
 

Pada hari rabu, 25 Januari 2017 sekitar pukul 21.30 sampai 22.00 

WIB. Hakim Konstitusi Patrialis Akbar terjaring operasi tangkap tangan 

Komisi Pemberantasan Korupsi Patrialis ditangkap bersama 10 orang lain 

                                                           
7
 Lihat Pengujian Undang-Undang Nomor 1-2/PUU-XII/2014   
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yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.
8
 Dalam Putusan Majelis 

Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan Nomor 01/MKMK-

SPL/II/2017 yang dibacakan pada Kamis 16 Februari 2017 di Ruang 

Sidang Panel MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) 

menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Hakim 

Konstitusi (nonaktif) Patrialis Akbar. Putusan ini diambil karena Patrialis 

terbukti melakukan pelanggaran berat yang diatur dalam kode etik dan 

pedoman perilaku hakim konstitusi yakni terbukti melakukan pertemuan 

dan/atau pembahasan mengenai perkara yang sedang ditangani. Selain itu, 

Patrialis juga membocorkan informasi dan draft Putusan MK yang 

bersifat rahasia.
9
 

Kemudian disusul dengan kasus ketiga pelanggaran etik yang 

dilakukan oleh Arif Hidayat. Arif Hidayat telah dua kali terbukti 

melakukan pelanggaran kode etik yakni melanggar etika dengan 

mengirim surat pengantar/memo katebelece kepada Jaksa Agung Muda 

untuk membina seorang kerabatnya  (BAP No. 13/ Info.III/BAP/DE/2016) 

dan mengadakan pertemuan tidak resmi di Hotel Midplaza dengan 

Komisi III DPR RI  (BAP No. 18/ Lap-V/BAP/DE/2018).
10

 Dari 

pelanggaran tersebut Dewan Etik memutuskan bahwa terduga Arif 

                                                           
8
 Lalu Rahadian, “Kronologi Penangkapan Patrialis Akbar Versi KPK”, dalam https://www.cnni 

ndonesia.com/nasional/20170126195428-12-189350/kronologi-penangkapan-patrialis-akbar-versi-

kpk, diakses pada tanggal 25 maret 2018 
9
 Mahkamah Konstitusi, “Patrialis Akbar Diberhentikan Tidak Hormat”, dalam http://www.mahk 

amahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13615&menu=2#.WrmwStTwbIU, diakses 

pada tanggal 25 Maret 2018 
10

 Lihat (BAP No. 13/ Info.III/BAP/DE/2016) dan  (BAP No. 18/ Lap-V/BAP/DE/2018) 
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Hidayat dinyatakan melakukan pelanggaran ringan dengan sanksi teguran 

lisan.   

Melihat pada kasus-kasus tersebut yang dilakukan oleh Ketua 

Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi, maka pentingnya 

pengawasan eksternal dalam Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks 

supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial 

dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat 

negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain 

untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme 

kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.
11

 Dari 

ketiga kasus tersebut sudah cukup bukti bahwa kewenangan tanpa 

pengawasan dapat berpotensi besar terjadinya penyalahgunaan wewenang 

atau abuse of power.  

Sebagaimana dikutip oleh Imam Amrusi Jailani, dalam Fiqh 

Siya>sah, Abdul Wahab Khallaf membagi Kekuasaan (Sult}ah) menjadi tiga 

bagian, yaitu: 1.) Lembaga legislatif (sult}ah tashri>’iyah), lembaga ini 

adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat 

undang-undang; 2.) Lembaga eksekutif (sult}ah tanfi>dhiyah), lembaga ini 

adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang; 3.) 

Lembaga yudikatif (sult}ah qad}a>’iyah), lembaga ini adalah lembaga negara 

yang menjalankan kekuasaan kehakiman.
12

 

                                                           
11

 Idul Rishan, Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan (Yogyakarta: Genta 

Press, 2013), 69.   
12

 Imam Amrusi Jailani., et al, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 29. 
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Dalam perkembangan ketatanegaraan Islam, lembaga peradilan 

(sult}ah al-qad}a>’iyah) dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. 

Lembaga peradilan (sult}ah al-qad}a>’iyah) tersebut meliputi wila>yah al-

qad}a>’, wila>yah al-h}isbah, dan wila>yah al-maz}a>lim. Wila>yah al-qad}a>’ 

adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam 

sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Wila>yah al-h}isbah 

menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma’ruf 

ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan. Adapun wila>yah al-maz}a>lim 

adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para 

penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.
13

 

Dalam Islam lembaga yang bertugas mengawasi hakim adalah 

wila>yah al-h}isbah. Wila>yah al-h}isbah  ini disamping menegakkan aturan 

yang ada di dalam hukum, juga bertugas mengingatkan dan menegur 

orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, 

yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam yaitu perbuatan haram dan 

tercela, tetapi tidak sampai menjatuhi hukuman sekiranya seseorang 

melakukannya.
14

  

Berdasarkan uraian dari pemasalahan di atas, maka penulis 

tertarik untuk membahas mengenai pengawasan eksternal Hakim 

Konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV 

                                                           
13

 Ibid., 32-33 
14

 Agung Setiawan, “Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Prespektif  Fiqh 

Siyasah”,  Jurnal al Daulah, Vol. 6, No.1 (April, 2016),  55. 
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dan analisis fiqh siya>sah terhadap pengawasan eksternal Hakim 

Konstitusi oleh Komisi Yudisial dalam skripsi yang berjudul : “ Analisis 

Fiqh Siya>sah terhadap Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Komisi 

Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 

1945 Amandemen ke-IV”. 

 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah  

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengawasan eksternal Hakim 

Konstitusi oleh Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beberapa masalah yang dapat 

di identifikasi adalah : 

a. Dalam amandemen ke-IV UUD NRI Tahun 1945 pasal 24B ayat 

(1) hanya sebatas memberikan usulan atas pengangkatan Hakim 

Agung; 

b. Objek pengawasan yang dituangkan dalam amandemen ke-IV 

UUD NRI Tahun 1945 pasal 24B ayat (1), objek pengawasannya 

mencakup seluruh hakim termasuk hakim konstitusi; 

c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal 

Konstitusi mempunyai kewenangan yang luas, jika hanya ada 

pengawasan internal hal ini dapat mengakibatkan abuse of power; 

d. Terjadinya beberapa kasus yang terjadi di dalam Mahkamah 

Konstitusi; 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 

 

 

 

e. Lemahnya pengawasan akibat dari hasil pengujian kewenangan 

Komisi Yudisial ditahun 2006 dengan menghilangkan kewenangan 

Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi. 

2. Batasan Masalah  

Pembahasan yang lebih spesifik dalam membahas masalah 

dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas serta 

tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu : 

a. Pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial 

menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV; 

b. Analisis Fiqh Siya>sah terhadap Pengawasan eksternal Hakim 

Konstitusi oleh Komisi Yudisial. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dan pembatasan masalah yang akan dikaji, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi 

Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV? 

2. Bagaimana analisis Fiqh Siya>sah terhadap pengawasan eksternal 

Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Amandemen ke-IV? 
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D. Kajian Pustaka 

Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang 

sudah pernah dilakukan diseputar masalah pengawasan hakim konstitusi, 

agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi kajian penelitian. 

Kajian/penelitian berikut adalah yang dapat ditemukan oleh penulis 

sejauh yang berkenaan dengan masalah-masalah yang akan ditulis. 

1. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul 

“Kedudukan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Kode Etik 

Hakim di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siya>sah” yang ditulis oleh 

Agung Setiawan pada tahun 2015. Di dalamnya membahas mengenai 

Kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim 

menurut Fiqh Siya>sah yang dikaitkan dengan Kode Etik Hakim dan 

Pedoman Perilaku Hakim, serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang 

Komisi Yudisial. 

2. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul 

“Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Mekanisme Pengawasan Hakim 

Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1,2/PUU-

XII/2014 tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang 

Mahkamah Konstitusi” yang ditulis Achmad Safiudin R dari fakultas 

Syariah pada tahun 2014. Skripsi ini lebih mengkaji dan 

menitikberatkan kepada mekanisme atau cara bekerjanya pengawasan 

Hakim Konstitusi setelah adanya putusan MK No 1,2/PUU-XII/2014 
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tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas jelas berbeda dengan 

penelitian ini, peneliti lebih mengkaji mengenai pengawasan eksternal 

Hakim Konstitusi yang seharusnya dilakukan oleh Komisi Yudisial 

menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24B ayat (1). 

  

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh 

Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945. 

2. Untuk mengetahui analisis Fiqh Siya>sah terhadap pengawasan 

eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

yang berguna dalam dua aspek berikut : 

1. Teoritis 

Menambah informasi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam 

bidang ketatanegaraan, khususnya dalam bidang ilmu hukum, 
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terutama Hukum Tata Negara. Selain itu penulisan ini diharapkan 

mampu memberikan gambaran teoritis pengawasan ekternal Hakim 

Konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 

NRI 1945 amandemen ke-IV, meskipun dalam peraturan perundang-

undangan tidak secara eksplisit memberikan pengawasan eksternal 

tersebut kepada Komisi Yudisial. 

2. Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

sumbangan mengenai pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh 

Komisi Yudisial dan sebagai masukan atau sumbangan bagi badan 

pembuat peraturan perundang-undangan untuk secepatnya membuat 

aturan mengenai pengawasan eksternal Hakim Konstitusi agar tidak 

mengakibatkan abuse of power. 

 

G. Definisi Operasional  

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-

istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis 

Fiqh Siya>sah terhadap Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi oleh 

Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Penulis perlu memaparkan pengertian beberapa 

istilah sebagai berikut: 
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1. Fiqh Siya>sah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pemerintahan, pengawasan, keputusan, pembuatan 

kebijakan, pengawasan, pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan umat sesuai 

dengan syara’.
15

 Dalam hal ini, fiqh siya>sah yang dimaksud adalah 

dalam konsep pengawasan yang dilakukan oleh wila>yah al-h}isbah 

terhadap hakim.  

2. Pengawasan Eksternal adalah pengawasan hakim yang dilakukan oleh 

lembaga lain di luar Mahkamah Konstitusi dalam hal ini oleh Komisi 

Yudisial. 

3. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
16

 

4. Komisi Yudisial adalah lembaga penunjang (auxiliary institution) 

atau pembantu dalam pelaksana kekuasaan kehakiman.
17

 

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah suatu 

hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan 

sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain 

yang berlaku di wilayah NKRI, dalam hal ini fokus pada pasal 24B 

ayat (1). 

 

 

                                                           
15

 A. Dzajuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah 

(Jakarta: Kencana, 2007), 26. 
16

 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Angka 7  
17

 M Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: 

Rajawali Press, 2010), 120. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library 

research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca 

buku-buku, literatur dan menelaah berbagai macam teori dan pendapat 

yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang 

diteliti.
18

 

2. Sumber Data 

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan 

preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber 

penelitian. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan 

hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.
19

 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum 

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim. Diantaranya adalah : 

1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 

                                                           
18

 Ranny Kautun, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis (Bandung: Taruna 

Grafika, 2000), 38. 
19

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 181. 
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2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

3) PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi 

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006    

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014   

6) Risalah Sidang Perkara No. 005/PUU-IV/2006 

7) BAP No. 13/ Info.III/BAP/DE/2016  

8) BAP No. 18/ Lap-V/BAP/DE/2018 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu berupa dokumen non resmi, 

berupa buku teks, tulisan-tulisan hukum ataupun jurnal-jurnal 

hukum.
20

 Diantaranya adalah : 

1) Fadli Bahri. terj. al-Ahkam as-Sulthanniyah: Hukum-Hukum 

Penyelenggaraan Negara Syariat Islam.  

2) Hasbi Ash-Shiddieqi. Peradilan dan Hukum Acara Islam.  

3) J. Suyuthi Pulungan. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan 

Pemikiran.  

4) Imam Amrusi Jailani, et al. Hukum Tata Negara Islam.  

5) Wildan Suyuthi Mustofa. Kode Etik Hakim.  

6) Ni’matul Huda. Hukum Tata Negara Indonesia.  

                                                           
20

 Ibid., 143. 
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7) M Mahfud MD. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca 

Amandemen Konstitusi.  

8) Idul Rishan. Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan 

Wibawa Peradilan.  

9) Agung Setiawan. “Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan 

Kode Etik Hakim Prespektif  Fiqh Siya>sah”. 

10) Sunarto. Prinsip Checks and Balances dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi 

kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-

bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain 

yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan 

ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari 

dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan 

perundang-undangan, buku, skripsi, surat kabar online, artikel online, 

jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana yang mempunyai 

relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian 

penelitian ini. 

4. Teknik Pengolahan Data  

Setelah data dikumpulkan kemudian melakukan pengolahan 

dengan cara : 
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a) Editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karna kemungkinan data yang terkumpul tidak logis 

atau meragukan. Dalam pelaksanaannya editing ini dilakukan 

dengan cara memeriksa kembali data-data tentang pengawasan 

eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial terutama dari 

kelengkapan sumber hukumnya baik dari fiqh siya>sah maupun 

Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-IV, 

kejelasan makna atau pengertian antara kedua sumber hukum 

tersebut dan kesesuaian serta keselarasan antara sumber data yang 

satu dengan sumber data yang lain.  

b) Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat 

dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang 

sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.
21

 

Dalam penelitian ini, organizing data dilakukan dengan menyusun 

dan mensistematikan data-data yang diperoleh yaitu tentang 

pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial 

menurut fiqh siya>sah dan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 amandemen ke-IV ke dalam kerangka pemaparan yang sudah 

direncanakan. 

c) Analyzing, yaitu dengan melakukan analisis dan kajian tentang 

pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial, 

melalui fiqh siya>sah dan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

                                                           
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfa Beta, 2011), 240. 
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amandemen ke-IV. Hal tersebut kemudiaan menjadi kesimpulan 

akhir mengenai penelitian pengawasan eksternal Hakim Konstitusi 

oleh Komisi Yudisial ini. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penulisan ini, penulis 

menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. 

Deskriptif analisis adalah metode penelitian untuk membuat 

gambaran mengenai situasi kejadian, kemudian dilakukan pengkajian 

atau analisa berdasar pada literatur dan pemikiran sendiri. Dalam hal 

ini metode tersebut digunakan untuk menggambarkan, tentang 

pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial 

menurut UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-IV. Kemudian 

disimpulkan dengan menggunakan pola pikir deduktif adalah pola 

pikir yang  mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian ditarik 

kesimpulan mengenai fiqh siya>sah terhadap pengawasan eksternal 

Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan 

skripsi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, 

penulis akan mencoba untuk menguraikan isi pembahasannya. Adapun 
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Sistematika Pembahasan pada Skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan 

pembahasan sebagai berikut:  

Bab Pertama, merupakan Bab pendahuluan yang memuat latar 

belakang  masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, Bab ini menjelaskan kajian tentang landasan teori 

mengenai pengawasan hakim menurut fiqh siya>sah,  yang terdiri dari 

pengertian dan ruang lingkup fiqh siya>sah, siya>sah dustu>riyah, konsep 

pembagian kekuasaan dalam siya>sah dustu>riyah, wila>yah al-h}isbah, dan 

yang terakhir persamaan dan perbedaan al-h}isbah dan pengadilan. 

Bab Ketiga, Bab ini menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman, 

pengertian hakim konstitusi, pengawasan hakim konstitusi, prinsip checks 

and balances dan penyalahgunaan kekuasaan di Mahkamah Konstitusi. 

Bab Keempat, Bab ini membahas mengenai Analisis Pengawasan 

Eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut Pasal 24B 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Amandemen Ke-IV dan Analisis Fiqh Siya>sah terhadap Pengawasan 

Eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial. 

Bab Kelima, Bab penutup merupakan bagian akhir yang berisi 

kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan 

penelitian di atas yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan 

rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam 
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skripsi ini. Serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan 

skripsi ini. 

Bagian Akhir, Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM AL-H{ISBAH DALAM FIQH SIYA<SAH 

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah 

Secara etimologis (Bahasa) fiqh adalah keterangan tentang 

pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman 

mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga fiqh 

menurut Bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian 

terhadap perkataan dan perbuatan manusia. 
1
 Secara etimologis, kata 

siya>sah merupakan bentuk masdar dari sa>sa, yasu>su yang artinya 

mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.
2
 

Secara terminologis dalam Lisa>n al-‘Arab, Siya<sah adalah 

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaslahatan. Siya<sah merupakan ilmu pemerintahan untuk 

mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam 

negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur 

kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. 

Definisi fiqh siya>sah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah 

pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin 

terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan

                                                           
1
 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1994), 21. 
2
 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 6. 
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tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum 

meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid. 

Masalah umum bagi negara maksudnya adalah setiap urusan yang 

memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara, 

kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum peradilan, 

kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar 

negeri.  

Senada dengan definisi tersebut, Abdur Rahman Taj menyatakan 

bahwa fiqh siya>sah adalah hukum-hukum yang megatur kepentingan 

negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat 

dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kulli) untuk merealisasikan 

tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak 

ditunjukkan oleh nash-nash tafs}ili yang Juz’i dalam al-Qur’an dan 

Sunnah. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian Hukum 

Tata Negara Islam atau Fiqh Siya>sah adalah ilmu yang mempelajari hal 

ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala 

bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang 

kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat.
3
 

 

                                                           
3
 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5-6. 
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Dari pengertian di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun 

terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siya>sah meliputi 

aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, 

hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dan hubungan 

antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang 

bersifat intern maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, 

dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak 

bahwa kajian siya>sah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.
4
 

Secara garis besar ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam adalah 

peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman landasan idiil 

dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan 

untuk mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara 

penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha 

mencapai tujuan negara. Namun dalam beberapa literatur yang membahas 

fiqh siya>sah, objek bahasannya mencakup masalah khilafah, imamah, dan 

imarah, masalah gelar kepala negara, masalah pengangkatan dan 

pemberhentian kepala negara serta syarat-syaratnya, masalah baiat, 

masalah waliyul ahdi, masalah ahlul h}alli wal aqdi, masalah ekonomi, 

keuangan dan pajak, masalah hubungan muslim dan non muslim, masalah 

peradilan, masalah peperangan dan perdamaian, masalah sumber 

                                                           
4
 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah 

(Jakarta: Kencana, 2017), 29. 
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kekuasaan, dan sebagainya baik dalam praktek yang berkembang dalam 

sejarah maupun dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan bernegara.
5
  

Berkenaan dengan luasnya ruang lingkup Hukum Tata Negara 

Islam atau Fiqh Siya>sah, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 

ruang lingkup kajian fiqh siya>sah. Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi 

jumlah pembagian masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan 

ini tidaklah menjadi suatu hal yang terlalu prinsipil. Misalnya, Imam al-

Mawardi dalam kitabnya berjudul al-Ahka>m al-Sultha>ni>yah, beliau 

membagi ruang lingkup fiqh siya>sah kedalam lima bagian antara lain: 

1. Siya>sah Dustu>riyah 

2. Siya>sah Ma>liyah;  

3. Siya>sah Qad}a>’iyah; 

4. Siya>sah Harbi>yah;  

5. Siya>sah Ida>riyah. 

Selanjutnya Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul 

al-Siya>sah al-Shar’i>yah, ruang lingkup fiqh siya>sah adalah sebagai 

berikut: 

1. Siya>sah Qad}a>’iyah;  

2. Siya>sah Ida>riyah;  

3. Siya>sah Ma>liyah;  

4. Siya>sah Dau>liyah/Siya>sah Kha>ri>jiyah. 

                                                           
5
 Jeje Abdul Rajak, Hukum Tata Negara Islam…, 7. 
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T. M. Hasbi membagi ruang lingkup Fiqh Siya>sah menjadi 

delapan bidang, yaitu: 

1. Siya>sah Dustu>riyah Shar’i>yah yaitu kebijaksanaan tentang peraturan 

perundang-undangan; 

2. Siya>sah Tasyri >’iyah Shar’i>yah yaitu kebijaksanaan tentang penetapan 

hukum; 

3. Siya>sah Ma>liyah Shar’i>yah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan 

moneter;  

4. Siya>sah Qad}a>’iyah Shar’i>yah yaitu kebijaksanaan peradilan; 

5. Siya>sah Ida>riyah Shar’i>yah yaitu kebijaksanaan administrasi negara; 

6. Siya>sah Dau>liyah/Siya>sah Kha>ri>jiyah Shar’i>yah yaitu kebijaksanaan 

luar negeri dan hubungan internasional;  

7. Siya>sah Tanfi>dhi >yah Shar’i>yah yaitu politik pelaksanaan undang-

undang; 

8. Siya>sah Ha>rbiyah Shar’i>yah yaitu politik peperangan. 

Sementara itu menurut Abdul Wahab Khallaf lebih mempersempit 

dari jumlah yang sudah ada dengan membagi tiga bidang kajian saja, 

yaitu:  

1. Siya>sah Qad}a>’iyah;  

2. Siya>sah Dau>liyah;  

3. Siya>sah Ma>liyah. 

Dari beberapa ruang lingkup di atas, maka dapat dikelompokkan 

menjadi tiga bagian pokok, yaitu: 
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1. Siya>sah Dustu>riyah, disebut juga politik perundang-undangan. 

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau 

tasyri>’iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qad}a>’iyah oleh 

lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau ida>riyah oleh 

birokrasi atau eksekutif;  

2. Siya>sah Dau>liyah/Siya>sah Kha>rijiyah, disebut juga politik luar 

negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga 

negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga 

negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau Siya>sah 

Ha>rbiyah, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan 

berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan 

senjata;  

3. Siya>sah Mali>yah, disebut juga politik keuangan dan moneter. 

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran 

dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak 

publik, pajak, dan perbankan.
6
  

 

B. Siya>sah Dustu>riyah  

Dalam tata bahasa, Siya>sah Dustu>riyah terdiri dari dua suku kata 

yaitu kata Siya>sah dan kata Dustu>riyah. Siya>sah artinya pemerintahan, 

pengambilan, keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan dan 

pengawasan. Sedangkan Dustu>riyah adalah undang-undang dan peraturan. 

                                                           
6
 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam…., 14-16. 
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Secara umum pengertian siya>sah dustu>riyah adalah siya>sah yang 

berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan 

batasan kekuasaanya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan 

yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak 

yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa 

dan rakyat.
7
 Hal tersebut berarti siya>sah dustu>riyah merupakan kajian 

terpenting dalam suatu negara, karena menyangkut hal-hal yang mendasar 

dari suatu negara yaitu keharmonisan hubungan antar warga negara 

dengan kepala negaranya untuk memenuhi kebutuhannya.
8
 

Dilihat dari beberapa pengertian siya>sah dustu>riyah di atas, ruang 

lingkup pembahasan siya>sah dustu>riyah sangat luas dan kompleks. 

Siya>sah dustu>riyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 

perundang-undangan. Sekalipun demikian secara umum menurut A. 

Djazuli ruang lingkup siya>sah dustu>riyah antara lain meliputi : 

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasannya); 

2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;  

3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya; 

4. Persoalan bai’at;  

5. Persoalan waliyul ahdi; 

6. Persoalan perwakilan; 

7. Persoalan ahlul halli wal aqdi;  

                                                           
7
 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran…, 40. 

8
 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam…., 27. 
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8. Persoalan wuzaro’ dan perbandingannya.
9
 

Selain ruang lingkup tersebut, Atjep Jazuli berpendapat bahwa 

ruang lingkup Siya>sah Dustu>riyah mengkaji persoalan: 

1. Ima>mi>yah, hak dan kewajibannya;  

2. Rakyat, hak dan kewajibannya;  

3. Bai’at;  

4. Waliyul al-‘ahdi;  

5. perwakilan;  

6. Ahlul H}alli wa al-‘Aqdi;  

7. Wuzaro’ dan perbandingannya. 

Ada juga yang berpendapat bahwa bidang kajian siya>sah 

dustu>riyah meliputi: konstitusi, legislasi, ummah, dan shu>ra> atau 

demokrasi.
10

 Siya>sah dustu>riyah juga menyangkut masalah hubungan 

timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga 

didalamnya, yang sehingga menuntut sebuah negara dibagi atas beberapa 

kekuasaan. 

  

C. Konsep Pembagian Kekuasaan dalam Siya<sah Dustu>riyah 

Siya>sah dustu>riyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang 

bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya, cara pemilihan (kepala 

negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan 

ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta 

                                                           
9
 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah..., 47. 

10
 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam...., 25-27. 
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hubungan antara penguasa dan rakyat.
11

 Mengenai pembagian kekuasaan 

dalam sebuah negara, para ulama mempunyai pendapat berbeda dalam 

membagi kekuasaan dalam sebuah negara. 

Sebagaimana dikutip oleh Imam Amrusi Jailani, Kekuasaan 

(Sult}ah) dalam konsep negara Islam, oleh Abdul Wahab Khallaf dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Lembaga legislatif (sult}ah tashri>’iyah), lembaga ini adalah lembaga 

negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang; 

2. Lembaga eksekutif (sult}ah tanfi>dhiyah), lembaga ini adalah lembaga 

negara yang berfungsi menjalankan undang-undang; 

3. Lembaga yudikatif (sult}ah qad}a>’iyah), lembaga ini adalah lembaga 

negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.
12

  

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, Kekuasaan dalam konsep 

negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan 

alam negara Islam, yaitu:
13

 

1. Sultah Tanfi>dhiyah (kekuasaan penyelenggara undang-undang);  

2. Sultah Tashri>’iyah (kekuasaan pembuat undang-undang);  

3. Sultah Qad}a>’iyah (kekuasaan kehakiman);  

4. Sultah Ma>liyah (kekuasaan keuangan);  

5. Sultah Mura>qabah wa Taqwin (kekuasaan pengawasan masyarakat).  

                                                           
11

 Ibid., 29. 
12 Ibid., 30. 
13 Ibid., 30. 
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Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk 

menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan 

penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya 

kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, 

mengawasi harta wakaf dan lain-lain. 

Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek 

kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu 

menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang 

salah dinyatakan salah. Lembaga peradilan menurut para ulama fikih 

merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak 

yang bersengketa dihadapan majelis hakim. Lembaga peradilan 

merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas 

pemerintahan umum.  

Didalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam Konsep 

Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang 

ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi: 

1. Wila>yah al-qad}a’ adalah lembaga peradilan untuk memutuskan 

perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun 

pidana.  

2. Wila>yah al-h}isbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk 

menjalankan amar ma’ruf ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan 

orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. 

Sehingga Wila>yah al-h}isbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang 
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khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih 

luas dari Wila>yah al-qad}a’. Wewenang Wila>yah al-h}isbah 

menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk 

kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah 

SWT. 

3. Wila>yah al-maz}a>lim adalah lembaga peradilan yang secara khusus 

menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-

hak rakyat.
14

 

 

D. Wila>yah al-H{isbah 

1. Definisi Wila>yah al-H{isbah 

Wila>yah al-h}isbah menurut al-Mawardi adalah menyuruh 

kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak 

diamalkan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti 

kemungkaran dikerjakan.
15

 Pranata itu didasarkan atas firman Allah 

yang tertuang dalam firman Allah Surah Ali Imran ayat 104, yang 

berbunyi : 

وْلََٰٓئِّكَ 
ُ
مُنكَرِِّۚ وَأ

ت نَ عَنِّ ٱل رُوفِّ وَيَنتهَوت تمَعت ِّٱل مُرُونَ ب
ت
ِّ وَيَأ َيۡت

عُونَ إِّلََ ٱلۡت ةٞ يدَت مَّ
ُ
ِّنكُمت أ كَُن م  مُ وَلۡت ُُ  

لِّحُونَ  تمُفت  ١٠٤  ٱل
 

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang 

                                                           
14

 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam…, 32. 
15

 Fadli Bahri, terj. al-Ahkam as-Sulthanniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Syariat 

Islam (Jakarta: Darul Falah, 2006), 398. 
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yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) 

yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan 

mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
16

  

 

Al-h}isbah adalah memerintahkan kebajikan ketika tampak 

ditinggalkan dan mencegah kemungkaran ketika tampak dilakukan. al-

h}isbah adalah sebuah fungsi dan tugas keagamaan yang termasuk 

bagian dari kategori amar makruf dan nahi mungkar yang menjadi 

kewajiban bagi orang yang memegang urusan-urusan kaum muslimin 

dengan menunjuk orang yang menurutnya memiliki kapasitas dan 

kapabilitas untuk menjalankan tugas tersebut sehingga hukum amar 

makruf nahi mungkar bagi orang yang ditunjuk tersebut berubah 

menjadi fardhu ’ain.  

 Dalam menjalankan tugas dan perannya, ia mengambil sejumlah 

orang yang akan membantunya dalam menjalankan tugas dan perannya 

itu, melakukan penyelidikan terhadap tindakan-tidakan kemungkaran, 

memberi takzir dan sanksi hukum sesuai dengan kadar kemungkaran 

yang dilakukan, sesuai dengan kadar kemungaran yang dilakukan, 

mendorong masyarakat untuk mematuhi dan menjaga kemaslahatan-

kemaslahatan umum, seperti mencegah tindakan-tindakan gangguan di 

jalan-jalan, mencegah para pemilik transportasi angkutan supaya tidak 

mengangkut lebih dari kapasitas yang semestinya, memerintahkan para 

                                                           
16

 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan) (Jakarta: Widya 

Cahaya, 2011) Juz 4-6 Jilid 2, 13 
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pemilik bangunan yang berpotensi roboh untuk segera 

membongkarnya, dan menyingkirkan hal-hal yang berpotensi akan 

menyebabkan kecelakaan bagi para pengguna jalan.  

  Sebagaimana dikutip Wahbah Az-Zuhaili, Ibnu al-Qayyim 

mengatakan bahwa adapun menangani dan memberikan keputusan 

hukum diantara manusia terkait hal-hal yang tidak perlu menunggu 

adanya laporan dan pengaduan, itu disebut al-h}isbah, sedangkan orang 

yang ditunjuk untuk menjalankan tugas itu adalah wali al-h}isbah 

(Muh}tasib).17 Tugas dan fungsi al-h}isbah tidak tergantung pada adanya 

laporan perkara dari salah satu pihak yang berperkara. Siapapun bisa 

memberikan laporan kepada al-muh}tasib tentang adanya kemungkaran 

kapanpun dan dimanapun itu terjadi. Sebagaimana al-muh}tasib juga 

bisa langsung menjalankan peran dan fungsinya sendiri untuk 

menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran yang 

terjadi tanpa menunggu adanya laporan dari seseorang.  

 Sistem al-h}isbah seperti ini berarti berhubungan dengan urusan 

ketertiban umum, moral dan etika. Terkadang, al-h}isbah juga 

berhubungan dengan tindakan pidana butuh penyelesaian cepat demi 

menjaga nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai keagamaan dan 

membentuk sebuah masyarakat yang baik. Karena itu, al-h}isbah  

merupakan sebuah tututan sosial yang mutlak diperlukan yang menjadi 

lambang masyarakat dan nilai-nilainya.  

                                                           
17 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu (Depok: Gema Insani, 2011), 381-382. 
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 Sistem al-h}isbah jauh lebih dulu dalam menangkap dan 

mengetahui apa yang pada masa modern sekarang dikenal dengan teori 

pertahanan sosial melawan kejahatan. Ini karena al-h}isbah memiliki 

dua sisi, yaitu aktif dan pasif, yang bertugas memerangi kejahatan dan 

menangkap para pelaku kejahatan tanpa membutuhkan adanya laporan 

perkara dari seseorang. Al-h}isbah memainkan peran preventif dan 

proteksi dari kejahatan sebelum terjadi, dengan menganjurkan kepada 

kebajikan dan mencegah dari kemungkaran yang bisa mengganggu 

keamanan dan stabilitas komunitas, serta menjaga kehormatan dan hal-

hal yang tidak boleh dilanggar.
18

 

 

2. Sejarah Singkat al-H{isbah 

Sebenarnya Wila>yah al-h}isbah ini pada awalnya sudah ada sejak 

masa Nabi, yaitu pada suatu hari Nabi melewati setumpuk biji 

gandum, tangan Nabi sampai pada biji gandum yang masih basah. 

Maka Nabi berkata, “hai pedagang gandum, apa ini?” Pedagang 

gandum berkata, “kehujanan ya Rasulullah.” Lalu Nabi berkata 

kembali, “kenapa tidak engkau taruh di atas saja sehingga para 

pembeli mengetahuinya?” lalu Nabi berkata, “Barang siapa menipu 

maka bukan termasuk golongan kami”. Maka nyata, bahwa penjual 

makanan itu berlaku curang, menampakkan yang baik dan 

menyembunyikan yang buruk. Kemudian Nabi mengangkat beberapa 

                                                           
18

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu…., 381-382. 
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orang petugas untuk memperhatikan keadaan pasar.
19

 Sikap dan 

tindakan yang dilakukan Nabi dalam mencegah kemungkaran itu, 

menurut pendekatan fikih Qad}a’ dikenal dengan praktik al-h}isbah. 

Sedangkan Nabi sendiri dalam kaitan itu selaku penegak amar ma’ruf 

nahi munkar disebut Muh}tasib .20
 

Dalam menegakkan al-h}isbah Nabi tidak sendiri, beliau dibantu 

oleh para sahabat, misalnya setelah Fath al-Makkah Nabi 

menugaskan Said bin Umayyah menjadi pengawas pasar Mekkah.
21

 

Setelah Nabi wafat tradisi al-h}isbah ini masih tetap berlanjut pada 

sahabat Umar bin Khattab, ia menugaskan Abdullah bin Utha 

menjadi pengawas pasar Madinah. Umar sangat tegas dalam 

memberlakukan al-h}isbah sehingga ia pernah membakar rumah 

Rasyid as-Saqafi karena ia tertangkap menjual meniman keras. Juga 

diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa 

unta untuk transportasi lantaran membebani unta sewanya itu terlalu 

berat. Masa pasca sahabat besar, keberadaan al-h}isbah semakin kuat 

bahkan menjadi lembaga resmi, walaupun peraturan-peraturan resmi 

berkaitan dengan al-h}isbah pertama kali muncul pada masa Umar bin 

Khattab, tetapi istilah Wila>yah al-h}isbah sendiri baru dikenal pada 

masa al-Mahdi bin al-Abbas (158-169).
22

  

                                                           
19

 Hasbi Ash-Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 

2001), 97. 
20

 Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam……, 24. 
21

 A. Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), 127. 
22

 Ibid., 127. 
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3. Tugas Lembaga al-H{isbah 

Tugas lembaga al-h}isbah adalah memberi bantuan kepada 

orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan 

dari petugas-petugas al-h}isbah. Tugas hakim adalah memutuskan 

perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum 

yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang. Sedangkan 

tugas muh}tasib adalah mengawasi berlakunya undang-undang dan 

adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi, 

kedudukan lembaga peradilan lebih tinggi dari pada al-h}isbah.
23

  

Wila>yah al-h}isbah merupakan wewenang untuk menjalankan 

amar ma’ruf ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan orang dan 

mencegah yang mungkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga 

Wila>yah al-h}isbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus 

menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas 

dari dua peradilan yakni Wila>yah al-qad}a>’ dan Wila>yah al-maz}a>lim.  

Wewenang Wila>yah al-h}isbah menekankan ajakan untuk 

berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan 

tujuan mendapat pahala dan ridha Allah SWT.
24

 Lembaga al-h}isbah 

juga memiliki tugas dan wewenang adalah memberi bantuan kepada 

orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan 

dari petugas-petugas al-h}isbah, dengan cara hanya mengawasi 

                                                           
23

 Hasbi Ash-Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam…., 99. 
24

 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam…., 32. 
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berlakunya undang-undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak 

boleh dilanggar oleh siapapun.
25

 Dalam perkembangannya tugas 

Wila>yah al-h}isbah ini semakin luas, yakni dengan melakukan tugas 

pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama 

yang berkenaan dengan moral masyarakat yang menyimpang.
26

 

 

4. Tugas al-Muh}tasib (Pejabat al-H{isbah) 

Tugas pejabat al-h}isbah adalah amar ma’ruf nahi munkar, baik 

yang berkaitan dengan hak Allah, hak hamba, dan hak yang bertalian 

dengan keduanya.
27

 Dalam beberapa kasus, seorang al-muh}tasib juga 

bertugas seperti hakim, yaitu pada kasus-kasus yang memerlukan 

putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah 

yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang 

lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan memakan 

waktu yang sangat lama. 

Seorang muh}tasib tidak saja menyelesaikan sengketa atau 

mendengar suatu pengaduan dia juga boleh memberi putusan 

terhadap suatu hal yang masuk ke dalam bidangnya. Akan tetapi, 

muh}tasib tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan-

keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum dan tidak pula 

berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu 

                                                           
25

 Hasbi Ash-Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam…., 99. 
26

 Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam,…., 75. 
27

 A. Basiq Djalil, Peradilan Islam…., 128. 
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gugatan karena yang demikian itu termasuk dalam kewenangan 

hakim pengadilan.
28

 Jadi, seorang muh}tasib harus mampu mengajak 

masyarakat menjaga ketertiban umum.  

Menurut al mawardi, tugas muh}tasib adalah: 

1. Muh}tasib wajib membantu orang yang meminta pertolongan 

kepadanya dalam menghadapi orang lain; 

2. Muh}tasib harus mencari kemungkaran-kemungkaran yang 

terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang 

ditinggalkan (tidak diamalkan) untuk ia perintahkan; 

3. Muh}tasib berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran, 

karena ia ditugaskan untuk melarang kemungkaran, agar dengan 

pengangkatan staf, ia semakin lebih perkasa dan lebih kuat; 

4. Muh}tasib berhak menjatuhkan ta’zir (sanksi disiplin) terhadap 

kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh 

melebihi hudud. 
29

 

 

E. Persamaan dan Perbedaan al-H{isbah dan Pengadilan 

Lembaga pengadilan dan al-h}isbah dapat saling melengkapi satu 

sama lain walaupun terdapat persamaan dan perbedaan dalam beberapa 

segi. Persamaan tersebut adalah:  

                                                           
28

 Hasbi Ash-Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam…., 46. 
29

 Fadli Bahri, terj. al-Ahkam as-Sulthanniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara 

Syariat…., 389-399. 
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1. Baik hakim maupun muh}tasib, keduanya menerima dan 

mendengarkan pengaduan dari orang yang bersengketa. 

2. Baik hakim maupun muh}tasib, keduanya berupaya memberantas 

kezaliman dan menegakkan keadilan. 

 

Adapun perbedaannya adalah: 

1. Dari segi kewenangan: muh}tasib tidak berhak menerima dan 

memutuskan perkara yang menjadi kewenangan hakim pengadilan. 

2. Muh}tasib hanya mengurus perkara-perkara yang kecil yang bukan 

termasuk kewenangan hakim pengadilan. 

3. Kedudukan peradilan lebih tinggi daripada al-h}isbah 

4. Hakim cenderung menunggu perkara yang masuk sedangkan 

muh}tasib cenderung mencari kemungkaran-kemungkaran yang 

dilakukan.
30

  

  

                                                           
30

 A. Basiq Djalil, Peradilan Islam…., 131.  
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI 

OLEH KOMISI YUDISIAL  

 

A. Kekuasaan Kehakiman 

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsep ini sudah 

tertuang dan tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni Pasal 1 ayat 

(3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya bahwa negara 

Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan 

belaka (machtsstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan 

terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip 

pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang 

diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi 

manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas 

dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam 

hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap 

penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.
1
 

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan sebanyak empat 

kali telah melakukan pembaharuan seluruh sistem ketatanegaraan di 

Indonesia secara mendasar termasuk sistem kekuasaan kehakiman. Salah 

satu perubahannya yaitu didalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. 

                                                           
1 Jimly Asshiddiqie,  Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 

56. 
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Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia. Pengertian tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 

24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

setelah amandemen ke tiga Tahun 2001, berbunyi “Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan-

badan peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan adalah menerima, 

memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara 

yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Di Indonesia, ketentuan 

mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab 

IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen 

MPR beserta penjelasannya.
2
  

Ruang lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 

setelah amandemen, pada BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 

ayat (2), berbunyi: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

                                                           
2
 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim (Jakarta: Kencana, 2013), 92. 
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lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi”.  

Didalam Pasal 24A ayat (1) yang mengatur ruang lingkup kekuasaan 

Mahkamah Agung, menyatakan : “Mahkamah Agung berwenang mengadili 

pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah 

undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya 

yang diberikan oleh undang-undang”. 

Lebih lanjut pada Pasal 24B ayat (1) yang mengatur ruang lingkup 

kewenangan Komisi Yudisial, menyatakan “Komisi Yudisial bersifat 

mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan hakim, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.  

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi 

Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang yaitu : 

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di 

Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; 

2.  Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

prilaku hakim; 

3. Menetapkan kode etik/atau pedoman perilaku hakim bersama dengan 

Mahkamah Agung; dan 

4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau pedoman 

perilaku hakim. 

 

Komisi Yudisial diharapkan dapat mewujudkan lembaga peradilan yang 

sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat mewujudkan penegakan 
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hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga 

kehormatan dan keluhuran martabatnya serta perilakunya.
3
 

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 melahirkan lembaga baru di 

kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur 

dalam pasal 24 ayat (2), yang berbunyi : kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi”. 

Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah konstitusi, pasal 

24C menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran 

partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Disamping itu, mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas 

pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden menurut UUD.
4
 

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk 

menumbuhkan rasa kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman 

dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para 

                                                           
3
 Yuswalina dan Kun Budianto, Hukum Tata Negara di Indonesia (Malang: Setara Press, 2016), 

110 
4
 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 212-213. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 
 

 
 

penyelenggara dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan 

dan kemampuan. Adapun peradilan yang berkualitas merupakan produk dari 

kinerja para penyelenggara peradilan tersebut. 

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting 

dalam melakukan kegiatan penemuan hukum oleh hakim di pengadilan. 

Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya 

intervensi dari pihak-pihak extra judicial lainnya, sehingga dapat mendukung 

terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-

tugasnya dibidang judicial, yaitu dalam memeriksa, mengadili dan 

memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Lebih 

lanjut, kondisi ini diharapkan dapat menciptakan putusan hakim yang 

berkualitas, mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. 

Meskipun demikian, kemandirian kekuasaan kehakiman harus 

disertai dengan integritas moral, keluhuran dan kehormatan martabat hakim, 

karena kalau tidak maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung 

dibawah independensi peradilan, sehingga para hakim yang 

menyalahgunakan jabatannya menjadi sulit tersentuh hukum. Praktik mafia 

peradilan menjadi semakin sulit diberantas, jika tindakan para “hakim nakal” 

berlindung atas kemandirian atau independensi kekuasaan kehakiman yang 

diletakkan tidak pada tempatnya. Meskipun demikian, kebebasan hakim 

dalam melaksanakan wewenang judisialnya bersifat tidak mutlak karena 

tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
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Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat 

Indonesia.
5
 

 

B. Pengertian Hakim Konstitusi 

Hakim, dalam bahasa Inggris disebut judge, sementara dalam bahasa 

belanda disebut rechter, yang berarti petugas pengadilan yang mengadili 

perkara.
6
 Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari 

keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan 

kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim 

dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.
7
 Dalam 

Pasal 1 butir (9) KUHP: Hakim adalah pejabat peradilan negara yang 

berwenang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu 

perkara yang dihadapkan kepadanya. Adapun pengertian mengadili itu 

adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan 

memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di 

sidang peradilan.
8
 

Sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dalam kekuasaan 

kehakiman tidak terdapat maksud dari pengertian hakim. Karena adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, sehingga didalam 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 

1 ayat (5) menyatakan bahwa, “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung 

                                                           
5
 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim….., 95-96. 

6
 J.T.Simorangkar et al., Kamus Hukum (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), 61. 

7
 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim…..., 55. 

8
 Ibid., 74. 
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dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus 

yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.” 

Dalam pembahasan Rancangan amandemen Ke-3 Undang Undang 

Dasar 1945 mengenai bab IX kekuasaan kehakiman pada selasa, 23 oktober 

2001. Drs. Agun Gunanjar dari fraksi partai golkar, Anggota PAH I MPR 

menegaskan bahwa, Hakim yang dimaksud adalah mencakup seluruh hakim 

yang sebetulnya sudah tidak perlu diperdebatkan mulai dari tingkat pertama, 

tingkat tinggi (banding) dan tingkat kasasi (Hakim Agung) hingga Hakim 

Konstitusi yang menjadi pengawasan hakim atau menjaga kehormatan 

perilaku hakim oleh KY sebab, mereka adalah semua hakim yang berada 

dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh MA dan MK.
9
 

Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
10

 Hakim 

konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah 

Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah 

Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang 

ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh 

Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang 

oleh Presiden.
11

 

 

                                                           
9
 Lihat Risalah Sidang Perkara No. 005/PUU-IV/2006, 26-27. 

10
 UU Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 7  

11 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim…, 95. 
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C. Pengawasan di Mahkamah Konstitusi 

1. Definisi Pengawasan 

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan 

kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol 

adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, 

memeriksa.
12

 Dalam prespektif kostitualisme, pengawasan kekuasaan 

merupakan tujuan dasar dari konstitusi, dalam sejarah ide-ide politik 

kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan telah menjadi suatu pokok 

pembicaraan yang selalu berulang. Bahkan sudah menjadi obsesi bagi 

seseorang yang berkuasa.  

Pembatasan kekuasaan dengan sistem konstitualisme mempunyai 

tiga pengertian yakni (1) suatu negara atau setiap sistem pemerintahan, 

harus didasarkan atas hukum, sementara kekuasaan yang digunakan 

dalam negara menyesuaikan diri pada aturan dan prosedur-prosedur 

hukum yang pasti; (2) struktur pemerintahan harus memastikan bahwa 

kekuasaan terletak dengan dan diantara, cabang-cabang kekuasaan yang 

berbeda yang saling mengawasi penggunaan kekuasaannya dan yang 

berkewajiban untuk bekerjasama (ide-ide pembauran kekuasaan, 

pemisahan kekuasaan dan checks and balances); (3) hubungan antara 

pemerintah dengan rakyatnya harus diatur dengan cara sedemikian rupa 

dalam menyerahkan hak-hak dasar dengan tidak mengurangi kebebasan 

individu. 

                                                           
12

 Sirajuddin, et al., Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah (Malang: Setara Press, 2016), 282. 
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Dalam kerangka pengawasan ada begitu banyak lembaga yang 

melakukan pengawasan dan memfungsikan diri sebagai lembaga 

pengawasan. Paulus Effendi Lotulung memetakan macam-macam 

lembaga pengawasan yaitu: 

a. Ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan 

kontrol, dapat dibedakan atas: (a) kontrol Intern, berarti 

pengawasan yang dilakukan oleh organisasi/struktural masih 

termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Kontrol ini disebut 

juga built in control; (b) kontrol Ekstern adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara 

organisasi/struktural berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.  

b. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya suatu kontrol dapat 

dibedakan atas: (a) kontrol apriori, yaitu pengawasan yang 

dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah 

atau peraturan lainnya, yang pembentukannya merupakan 

kewenangan pemerintah; (b) kontrol aposteriori, yaitu pengawasan 

yang baru terjadi sesudah dikeluarkan putusan/ketetapan 

pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan/perbuatan pemerintah. 

c. Ditinjau dari segi objek diawasi suatu kontrol dapat dibedakan atas 

(a) kontrol segi hukum, adalah pengawasan untuk menilai segi-segi 

pertimbangan yang bersifat hukum dari perbuatan pemerintah; (b) 

kontrol segi kemanfaatan adalah untuk menilai benar tidaknya 
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perbuatan pemerintah ditinjau dari segi pertimbangan 

kemanfaatannya. 

Dalam sistem pemerintahan pengawasan dapat dilakukan 

lembaga-lembaga diluar organ pemerintahan yang diawasi (pengawasan 

eksternal) dan dapat pula dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam 

lingkungan pemerintahan itu sendiri (pengawasan internal).
13

 

 

2. Pengawasan di Mahkamah Konstitusi 

Secara kelembagaan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki 

pengawasan internal. Hal ini terjadi akibat dari putusan terhadap 

Pengujian Undang-Undang tentang Komisi Yudisial ditahun 2006 lalu. 

Sebelum tahun 2006 secara yuridis, mahkamah konstitusi sejatinya telah 

memiliki pengawasan dari Komisi Yudisial, namun pada tahun 2006 tiga 

puluh satu Hakim Agung telah mengajukan permohonan uji materi 

(judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 

Tentang Komisi Yudisial (UU KY) ke Mahkamah Konstitusi (2006). 

Melalui Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 pada tanggal 23 Agustus 

2006 memutuskan bahwa pasal-pasal pengawasan KY terkait 

pengawasan hakim konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
14

 

Pada tanggal 2 Oktober 2013 tepatnya pada pukul. 22.00 WIB tim 

penyidik KPK menangkap tangan Akil Mochtar (Ketua MK) di 

                                                           
13

 Sirajuddin, et al., Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah..., 284-285. 
14

 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006    
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kediamaannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
15

 Setelah 

ditangkapnya Akil Mochtar (Ketua MK) oleh KPK dalam kasus dugaan 

suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Kabupaten Lebak, Banten dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan 

Tengah. Upaya pemerintah dalam menyelamatkan Mahkamah 

Konstitusi pada saat itu adalah dengan dikeluarkannya Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 

Tahun 2013.
16

 

Dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 ada tiga substansi penting 

yakni, penambahan persyaratan untuk menjadi majelis hakim MK, 

memperjelas mekanisme proses seleksi, dan mekanisme pengajuan 

hakim MK. Dalam konsiderans PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 juga 

memandang secara sosiologis bahwa perlu diadakan perubahan Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi untuk menyelamatkan demokrasi dan 

negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan 

kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai lembaga negara yang 

menjalankan fungsi menegakkan UUD NRI Tahun 1945.  

Atas kejadian tersebut yang melatarbelakangi terbentuknya 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

                                                           
15

 Icha Rastika, “Ini Kronologi Penangkapan Akil Mochtar” , dalam https://nasional.kompas.com/ 

read/2013/10/03/1837456/Ini.Kronologi.Penangkapan.Akil.Mochtar, diakses pada 28 Maret 2018  
16

 Hendra Gunawan, “Pemerintah Taati Putusan MK Soal Pembatalan Perppu”, dalam https://nasi 

onal.kontan.co.id/news/pemerintah-tunggu-putusan-mk-soal-pembatalan-perpu, diakses pada 01 

Juni 2018 

https://nasional.kompas.com/
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Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang kemudian dijadikan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang pada intinya mengamanatkan KY 

sebagai lembaga yang membentuk tim panel ahli atau pengawas MK. 

Tetapi, PERPPU tersebut diajukan judicial review yang hasilnya bahwa 

semua Hakim Konstitusi sepakat tidak menerima pola pengawasan 

eksternal untuk diri mereka dan lebih menginginkan adanya suatu 

majelis pengawasan etik secara intern.
17

 

Dalam pengawasan kode etik Hakim Kontitusi hanya dikenal jenis 

pengawasan internal melalui Dewan Etik Hakim Kontitusi dan putusan 

akhir oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi. Pengaturan 

mengenai kedudukan dan fungsi Dewan Etik dan Majelis Kehormatan 

Mahkamah Kontitusi didasari oleh Ketentuan pada Peraturan 

Mahkamah Kontitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan 

Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Kontitusi serta Peraturan 

Mahkamah Kontitusi Nomor 02/PMK/2014 tentang Majelis 

Kehormatan Mahkamah Kontitusi.
18

 

Dewan Etik Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk 

oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait 

dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh Hakim terlapor atau Hakim terduga yang disampaikan 

oleh masyarakat. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah 

                                                           
17

 Lihat Pengujian Undang-Undang Nomor 1-2/PUU-XII/2014   
18

 Lihat PMK No. 02/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 
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perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim 

konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat 

yang dilakukan oleh Hakim terlapor atau Hakim terduga yang 

disampaikan oleh Dewan Etik.
19

 Dewan Etik menangani pelanggaran 

yang sifatnya ringan yang disampaikan oleh masyarakat, jika muncul 

dugaan pelanggaran berat maka Dewan Etik bisa mengusulkan Majelis 

Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Ketua Mahkamah Konstitusi. 

 

D. Prinsip Checks And Balances 

1. Pengertian Checks And Balances 

Arti kata “checks” dalam checks and balances merupakan suatu 

pengontrolan antara satu dengan yang lain, agar suatu pemegang 

kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan 

kesewenang-wenangan. Sedangkan arti kata “balances” merupakan 

suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing pemegang 

kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat (kosentrasi kekuasaan) sehingga 

menimbulkan tirani.
20

 

Menurut Jimly Asshiddiqie, mekanisme checks and balances 

bertujuan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah 

                                                           
19

 Lihat Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis 

Kehormatan Mahkamah Konstitusi  
20

 Lihat Zahra Amelia Riadini, Model Kawal Imbang (Check And Balances) Sebagai Pola 

Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif dan Legislatif di Kota Salatiga (Skripsi--Universitas 

Negeri, Semarang, 2013), 28. 
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satu cabang kekuasaan. Dengan adanya prinsip ini maka kekuasaan 

negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, 

sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara 

ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan 

dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan 

ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.
21

   

Mekanisme checks and balances dalam suatu demokrasi 

merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk 

menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah 

institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada 

seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti 

ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol 

atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.
22

 

Pada awal mulanya prinsip checks and balances merupakan prinsip 

yang diterapkan dalam ketatanegaraan Amerika Serikat, di mana sistem 

ketatanegaraan dimaksud memadukan antara prinsip pemisahan 

kekuasaan dan prinsip checks and balances. Kekuasaan negara dibagi 

atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing 

dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama 

lain, sedangkan dengan checks and balances, antara satu lembaga dan 

                                                           
21

 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia …., 61. 
22

 Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), 89. 
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lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme 

saling kontrol.
23

 

 

2. Prinsip Checks And Balances  dalam Sistem Ketatanegaraan di 

Indonesia 

Sistem checks and balances, selama era dua orde sebelumnya, 

menurut Mahfud MD, bahwa checks and balances  itu tidak ada. Dalam 

pembuatan UU misalnya, seluruh didominasi oleh eksekutif, baik proses 

inisiatifnya maupun pengesahannya. Selama era orde baru, tak pernah 

ada RUU datang dari inisatif DPR. Bahkan RUU yang semula berasal 

dari presiden pun pernah ditolak untuk disahkan oleh presiden sendiri 

setelah disetujui oleh DPR melalui pembahasan bersama pemerintah 

selama tak kurang dari delapan bulan.
24

 

Salah satu kelemahan dari UUD NRI Tahun 1945 sebelum 

amandemen adalah tidak adanya mekanisme checks and balances. 

Presiden menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif. 

Selain menguasai bidang eksekutif, Presiden memiliki setengah dari 

kekuasaan legislatif yang dalam prakteknya Presiden juga menjadi ketua 

legislatif. Presiden dalam kegentingan yang memaksa juga berhak 

mengeluarkan PERPPU, tanpa kriteria yang jelas tentang apa yang 

dimaksud “kegentingan yang memaksa”. UUD NRI Tahun 1945 juga 

                                                           
23

 Sunarto, “Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal 

Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, No. 2 (April, 2016), 159. 
24

 Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), 67. 
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tidak mengatur mekanisme judicial review, padahal seringkali lahir 

produk legialatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD NRI 

Tahun 1945 karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan 

politik dari pemerintah.
25

 

Setelah UUD NRI Tahun 1945 mengalami empat kali perubahan, 

dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi kita telah menganut beberapa 

doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power) dan sistem checks 

and balances, beberapa bukti mengenai hal ini antara lain adalah:  

a. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan presiden ke 

DPR. Bandingkan antara ketentuan pasal 5 ayat (1) UUD NRI 

Tahun 1945 sebelum perubahan dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 

ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan. Pasal 5 ayat 1 

sebelum amandemen berbunyi “Presiden memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat”, setalah perubahan pertama menjadi “Presiden berhak 

mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat”. Kemudian pasal 20 ayat 1 menentukan “Dewan 

Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

undang”. 

b. Diadopsikannya sistem pengujian konstitusional atas undang-

undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi (pasal 

24C UUD NRI Tahun 1945). Sebelumnya tidak dikenal adanya 

                                                           
25

 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan 

Kehidupan Ketatanegaraan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 147. 
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mekanisme semacam itu, karena pada pokoknya undang-undang 

tidak dapat diganggu gugat di mana hakim dianggap hanya dapat 

menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-

undang. 

c. Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak hanya 

terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga negara baik secara 

langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan rakyat. 

Presiden, anggota DPR, dan DPD sama-sama dipilih secara 

langsung oleh rakyat dan karena itu sama-sama merupakan 

pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat. 

d. Dianutnya kesederajatan atau kesetaraan lembaga negara, MPR 

tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan 

merupakan lembaga tinggi negara yang sama derajatnya dengan 

lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, 

DPD, MK dan MA. 

e. Hubungan-hubungan antar lembaga (tinggi) negara itu bersifat 

saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks 

and balances.
26

 

Dari kelima ciri tersebut, dapat diketahui bahwa UUD NRI 

Tahun 1945 menganut prinsip pemisahan kekuasaan dan sistem checks 

and balances, bukan pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi 

juga tidak menganut paham trias politica Montesquieu yang 

                                                           
26 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2013), 291 – 292.  
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memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif 

secara mutlak dan tanpa diiringi dengan hubungan saling mengendalikan 

satu sama lain.  

Secara kronologis, substansi pengaturan kelembagaan negara 

dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:  

a. Perubahan pertama : memuat pengendalian kekuasaan presiden dan 

tugas serta wewenang DPR dalam hal pembentukan undang-undang. 

b. Perubahan kedua : penataan ulang keanggotaan, fungsi, hak, 

maupun cara pengisiannya. 

c. Perubahan ketiga : membahas ulang kedudukan dan kekuasaan 

MPR, jabatan presiden yang berkaitan dengan tata cara pemilihan 

dan pemilihan secara langsung, pembentukan lembaga negara baru 

meliputi MK, DPD, dan KY serta pengaturan tambahan BPK. 

d. Perubahan keempat : meliputi keanggotaan MPR, pemilihan 

presiden dan wakil presiden tahap kedua dan kemungkinan 

presiden/wakil presiden berhalangan tetap, serta kewenangan 

presiden.  

Hal yang tampaknya cukup baik dan menarik dari gagasan 

penguatan checks and balances didalam perubahan UUD NRI Tahun 

1945 adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang antara lain 

diberi kewenangan oleh UUD hasil perubahan untuk melakukan 

pengujian UU terhadap UUD. Lahirnya MK merupakan jawaban atas 

keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas UU 
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terhadap UUD yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan. 

Memang sejak tahun 2000, ada Tap MPR No. III/MPR/2000 yang 

menyerahkan pengujian UU terhadap UUD kepada MPR. Namun, selain 

hal itu bukan merupakan pengujian oleh lembaga yudisial yang dapat 

menggambarkan checks and balances, sejalan dengan tata hukum baru 

yang tidak lagi mengenal Tap MPR sebagai bagian dari peraturan 

perundang-undangan, maka pembentukan MK merupakan pilihan yang 

rasional.
27

  

 

E. Penyalahgunaan Kekuasaan di Mahkamah Konstitusi 

Kekuasaan haruslah dibatasi agar tidak menimbulkan absolutisme 

penindasan dan kekerasan. Lord Acton mengatakan “Power tends to 

corrupct, absolute power corrupct absolutely”, “manusia yang mempunyai 

kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya”.
28

 

Seperti halnya Montesquieu yang mengatakan bahwa kebebasan akan 

menjadi taruhan jika semua cabang kekuasaan berada pada satu tangan tanpa 

pengawasan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem checks and balances 

tersebut. 

Setiap lembaga tinggi negara wajib diawasi oleh lembaga negara lain, 

sehingga akan terjadi checks and balances yang baik antar lembaga tinggi 

negara. Dengan adanya prinsip checks and balances kekuasaan negara dapat 

                                                           
27 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 

(Jakarta: Kencana, 2010), 19. 
28

 Janedri. M. Gaffar, Demokrasi Kontitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah 

Perubahan UUD 1945 (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 109. 
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diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga 

penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun 

pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-

lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan 

sebaik-baiknya.
29

 

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga 

negara yang tidak memiliki lembaga pengawasan eksternal. Pada awalnya 

Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan 

terhadap Mahkamah Konstitusi, namun undang-undang tersebut dibatalkan 

sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi salah satu penyebab 

munculnya perkara Hakim di Mahkamah Konstitusi, dari kasus Akil 

Mochtar, Patrialis Akbar hingga Arif Hidayat.  

Pada hari rabu, 25 Januari 2017 sekitar pukul 21.30 sampai 22.00 WIB. 

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar terjaring operasi tangkap tangan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Patrialis ditangkap bersama 10 orang lain yang 

diduga terlibat tindak pidana korupsi.
30

 Dalam Putusan Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017 

yang dibacakan pada Kamis 16 Februari 2017 di Ruang Sidang Panel MK, 

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi 

Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Hakim Konstitusi (nonaktif) 

Patrialis Akbar. Putusan ini diambil karena Patrialis terbukti melakukan 

                                                           
29

 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia…, 115. 
30

 Lalu Rahadian, “Kronologi Penangkapan Patrialis Akbar Versi KPK”, dalam https://www.cnnin 

donesia.com/nasional/20170126195428-12-189350/kronologi-penangkapan-patrialis-akbar-versi-k 

pk, diakses pada tanggal 25 Maret 2018  
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pelanggaran berat yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim 

konstitusi yakni terbukti melakukan pertemuan dan/atau pembahasan 

mengenai perkara yang sedang ditangani. Selain itu, Patrialis juga 

membocorkan informasi dan draft Putusan MK yang bersifat rahasia.
31

 

Kemudian disusul dengan kasus ketiga pelanggaran etik yang 

dilakukan oleh Arif Hidayat. Arif Hidayat telah dua kali terbukti melakukan 

pelanggaran kode etik yakni melanggar etika dengan mengirim surat 

pengantar/memo katebelece kepada Jaksa Agung Muda untuk membina 

seorang kerabatnya  (BAP No. 13/ Info.III/BAP/DE/2016) dan mengadakan 

pertemuan tidak resmi di Hotel Midplaza dengan Komisi III DPR RI  (BAP 

No. 18/ Lap-V/BAP/DE/2018).
32

 Dari pelanggaran tersebut Dewan Etik 

memutuskan bahwa terduga Arif Hidayat dinyatakan melakukan 

pelanggaran ringan dengan sanksi teguran lisan.   

Melihat pada kasus-kasus tersebut yang dilakukan oleh Ketua 

Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi, maka pentingnya pengawasan 

eksternal dalam Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks supremasi hukum, 

pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan 

pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh 

menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan 

pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-

                                                           
31

 Mahkamah Konstitusi, “Patrialis Akbar Diberhentikan Tidak Hormat”, dalam http://www.mahk 

amahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13615&menu=2#.WrmwStTwbIU, diakses 

pada tanggal 25 Maret 2018 
32

 Lihat (BAP No. 13/ Info.III/BAP/DE/2016) dan (BAP No. 18/ Lap-V/BAP/DE/2018) 
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wenangan dan penyalahgunaan wewenang.
33

 Dari ketiga kasus tersebut 

sudah cukup bukti bahwa kewenangan tanpa pengawasan dapat berpotensi 

besar terjadinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.  

 

 

                                                           
33

 Idul Rishan, Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan (Yogyakarta: Genta 

Press, 2013), 69.   
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BAB IV 

ANALISIS FIQH SIYA<SAH  TERHADAP PENGAWASAN EKSTERNAL 

HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL MENURUT PASAL 24B 

AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 AMANDEMEN KE-IV  

 

A. Analisis Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial 

Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV 

Analisis terkait dengan pengawasan Hakim Konstitusi oleh Komisi 

Yudisial, yaitu: 

Pengawasan terhadap kekuasaan itu perlu dilakukan, mengingat 

konstitusi itu mempunyai nilai yang sangat penting dalam suatu negara 

karena negara tanpa adanya konstitusi tidak mungkin terbentuk. Salah 

satu tujuan dari konstitusi yaitu memberikan pembatasan dan 

pengawasan terhadap kekuasaan politik serta jaminan terhadap hak dan 

kewajiban warga negara. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan 

sirajuddin yang menjelaskan bahwa pengawasan kekuasaan merupakan 

tujuan dasar konstitusi. 

Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan mandiri bukan berarti bahwa 

sepenuhnya kekuasaan kehakiman akan bebas dan tanpa kontrol. 

Pentingnya pengawasan dalam kekuasaan kehakiman bukan bermakud 

mencederai kemandirian kekuasaan kehakiman akan tetapi jikalau tidak 
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tidak ada pengawasan dalam kekuasaan kehakiman maka manipulasi dan 

mafia peradilan bisa saja berlindung dibawah independensi peradilan, 

sehingga para hakim yang menyalahgunakan jabatannya menjadi sulit 

tersentuh hukum. 

Objek pengawasan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 

24B ayat (1) yang berbunyi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang 

berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai 

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat serta perilaku hakim” objeknya mencakup seluruh 

hakim. Dalam Pembahasan Rancangan amandemen ke-3 UUD NRI Tahun 

1945 menyatakan bahwa, Hakim yang dimaksud ialah mencakup seluruh 

hakim yang sebetulnya sudah tidak perlu diperdebatkan mulai dari tingkat 

pertama, tingkat tinggi (banding) dan tingkat kasasi (Hakim Agung) 

hingga Hakim Konstitusi yang menjadi pengawasan hakim atau menjaga 

kehormatan perilaku hakim oleh KY sebab, mereka adalah semua hakim 

yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh 

MA dan MK. Jadi, Cukup jelas bahwa UUD NRI Tahun 1945 

menegaskan bahwa Hakim Konstitusi merupakan objek yang diawasi 

dalam pasal 24 B ayat (1). 

Meskipun didalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 memutuskan 

pasal-pasal pengawasan KY terkait pengawasan Hakim Konstitusi 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat akan tetapi jika dilihat dari pasal 24B ayat (1) 
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kewenangan Komisi Yudisial terbagi atas dua kewenangan, pertama 

mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, kedua menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. 

Karena wewenang yang pertama berkaitan dengan Hakim Agung, maka 

jelaslah bahwa wewenang kedua dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 

Tahun 1945 Komisi Yudisial berwenang menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim tanpa terkecuali. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, mekanisme checks and balances 

bertujuan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah 

satu cabang kekuasaan. Dengan adanya prinsip checks and balances maka 

kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-

baiknya. Checks and balances bertujuan untuk menghindari 

penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, 

institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau 

mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.  

Untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan maka dibutuhkan 

perimbangan berupa pengawasan atau kontrol dari lembaga negara lain. 

Lemahnya checks and balances pada kelembagaan Mahkamah Konstitusi 

karna Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang tidak 

memiliki kontrol eksternal. Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi 

oleh dirinya sebndiri telah memperkokoh Mahkamah Konstitusi menjadi 

lembaga dengan kewenangan absolut. Bahkan, menjadi satu-satunya 
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lembaga yang tidak memiliki kontrol eksternal dalam menjalankan 

kewenangannya. 

Dalam pengawasannya Hakim Konstitusi memiliki pengawasan 

secara internal melalui Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah 

Konstitusi, akibat adanya kasus Hakim Konstitusi yang tetap melanggar  

kode etik dan melakukan pelanggaran berat seperti kasus Akil Mochtar, 

Patrialis Akbar dan yang terakhir Arif Hidayat dalam hal ini pengawasan 

internal Hakim Konstitusi terlihat sangat lemah mengingat sanksi yang 

diberikan hanya berupa teguran lisan (lihat kasus Arif Hidayat) dan 

pemberhentian dengan tidak hormat. 

Lord Acton mengatakan “Power tends to corrupct, absolute power 

corrupct absolutely”, “manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas 

pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya“. Ini berarti bahwa kekuasaan 

tanpa adanya batasan dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenag 

(abuse of power). Saat ini MK merupakan lembaga Negara yang tidak bisa 

diawasi secara ekstenal oleh lembaga Negara lain. Hal ini sangatlah 

berbahaya sebab bisa menjadi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 

superbody yang jika tidak ada pengawasan dari lembaga Negara lain juga 

dapat mengakibatkan Mahkamah Konstitusi lembaga yang melampui batas 

atau sewenang-wenang (abuse of power). 

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas maka sudah 

selayaknya Hakim Konstitusi berhak mendapatkan pengawasan eksternal 

dari Komisi Yudisial. Akan lebih efektif jika kewenangan Komisi 
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Yudisial dikembalikan untuk mengawasi Hakim Konstitusi, mengingat 

bahwa pengawasan tiada lain bertujuan untuk melakukan pengendalian 

yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan 

dan penyalahgunaan wewenang. 

 

B. Analisis Fiqh Siya>sah  Terhadap Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi 

oleh Komisi Yudisial  

Analisis fiqh siya>sah terhadap pengawasan Hakim Konstitusi oleh 

Komisi Yudisial, yaitu: 

Berkenaan dengan peninjauan dari sudut pandang ilmu hukum tata 

negara Islam atau fiqh siya>sah mengenai pengawasan eksternal Hakim 

Konstitusi oleh Komisi Yudisial, mengingat bahwa pengawasan terhadap 

Hakim Konstitusi merupakan permasalahan-permasalahan yang 

berkenaan dengan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, 

lembaga negara dengan kewenangannya dan terkait juga dengan peraturan 

perundang-undangan yang dalam hal ini merupakan objek kajian dari ilmu 

hukum tata negara Islam atau fiqh siya>sah. 

Ruang lingkup didalam fiqh siya>sah dikelompokkan menjadi tiga 

bagian pokok, yaitu: siya>sah dustu>riyah (politik perundang-undangan), 

siya>sah dau>liyah/siya>sah kha>rijiyah (politik luar negeri), dan siya>sah 

ma>liyah (politik keuangan dan moneter). Melihat dari pembagian ruang 

lingkup pada kajian di atas, pembahasan mengenai pengawasan eksternal 

Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial termasuk kedalam pembahasan 
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siya>sah dustu>riyah. Karena siya>sah dustu>riyah mengkaji tentang peradilan 

atau qad}a>’iyah oleh lembaga yudikatif.  

Konsep kekuasaan dalam siya>sah dustu>riyah, menurut Abdul Wahab 

Khallaf dibagi menjadi tiga bagian yaitu : Lembaga legislatif (sult}ah 

tashri>’iyah), Lembaga eksekutif (sult}ah tanfi>dhiyah), dan Lembaga 

yudikatif (sult}ah qad}a>’iyah), Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial 

merupakan lembaga yang ada dalam kekuasaan kehakiman.  

Wila>yah al-h}isbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk 

menjalankan amar ma’ruf ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan orang, 

dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Dari 

pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa wewenang al-h}isbah dapat 

dikatakan sama seperti wewenang KY dalam mengawasi kode etik Hakim 

Konstitusi. 

Tugas hakim adalah memutuskan perkara terhadap perkara-perkara 

yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta mengembalikan hak 

orang yang menang. Sedangkan tugas muh}tasib adalah mengawasi 

berlakunya undang-undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh 

dilanggar oleh siapapun. Jadi, kedudukan lembaga peradilan lebih tinggi 

dari pada al-h}isbah. Penjelasan mengenai kedudukan lembaga peradilan 

lebih tinggi dari pada wila>yah al-h}isbah. Dapat kita ketahui bahwa 

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang merupakan 

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Hal ini setara dengan 

kedudukan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga tinggi negara. 
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Menurut al mawardi, tugas muh}tasib adalah: 

1. Muh}tasib wajib membantu orang yang meminta pertolongan 

kepadanya dalam menghadapi orang lain; 

2. Muh}tasib harus mencari kemungkaran-kemungkaran yang terlihat 

untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak 

diamalkan) untuk ia perintahkan; 

3. Muh}tasib berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran, 

karena ia ditugaskan untuk melarang kemungkaran, agar dengan 

pengangkatan staf, ia semakin lebih perkasa dan lebih kuat; 

4. Muh}tasib berhak menjatuhkan ta’zir (sanksi disiplin) terhadap 

kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi 

hudud.
1
 

Lembaga al-h}isbah  dan lembaga Komisi Yudisial mempunyai 

peran yang hampir sama. wila>yah al-h}isbah merupakan lembaga 

pengawas yang pada intinya kedua lembaga tersebut yaitu Komisi 

Yudisial dan wila>yah al-h}isbah sama-sama bertugas menegakkan 

aturan yang ada dalam hukum dan juga bertugas mengingatkan dan 

menegur orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral yang baik 

atau yang dianjurkan dalam syariat Islam.  

Berdasarkan analisis di atas, konsep pengawasan yang dilakukan 

oleh lembaga al-h}isbah sangatlah berkesesuaian dengan konsep 

                                                           
1 Fadli Bahri, terj. al-Ahkam as-Sulthanniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Syariat 

(Jakarta: Darul Falah, 2006), 389-399. 
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pengawasan eksternal Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi 

Yudisial. Hal ini dikarenakan wilayah al-h}isbah menurut Hasbi Ash-

Shiddiqie dan Imam al-Mawardi berfungsi untuk menangani 

persoalan moral dan mengawasi adab-adab kesusilaan yang tidak 

boleh dilanggar oleh siapapun sehingga Komisi Yudisial berhak untuk 

mengawasi Hakim Konstitusi sebagaimana surah Ali Imran ayat 104. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Komisi Yudisial berhak untuk melakukan pengawasan eksternal kepada 

Hakim konstitusi. Hal ini dikarenakan frasa “hakim” dalam pasal 24B 

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tertuju pada makna semua hakim tidak 

terkecuali Hakim Konstitusi. Dengan adanya pengawasan eksternal dari 

Komisi Yudisial, maka fungsi dan kewenangan Hakim Konstitusi akan 

lebih efektif mengingat bahwa pengawasan tiada lain bertujuan untuk 

melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme 

kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.  

2. Analisis Fiqh Siya>sah terhadap pengawasan eksternal Hakim Konstitusi 

oleh Komisi Yudisial, dalam konsep pengawasan yang dilakukan oleh 

lembaga al-h}isbah sangatlah berkesesuaian dengan konsep pengawasan 

eksternal Hakim Konstitusi, hal ini dikarenakan wilayah al-h}isbah 

menurut Hasbi Ash-Shiddiqie dan Imam al-Mawardi berfungsi untuk 

menangani persoalan moral dan mengawasi adab-adab kesusilaan yang 

tidak boleh dilanggar oleh siapapun sehingga Komisi Yudisial berhak 

untuk mengawasi Hakim Konstitusi sebagaimana surah Ali Imran ayat 

104. 
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B. Saran 

1. Negara hukum yang ideal yakni dimana tidak ada satu lembaga 

negarapun, yang bersifat superbody tanpa adanya pengawasan secara 

eksternal. Pengawasan eksternal hakim konstitusi sangatlah penting, 

sebab jika hanya dilakukan secara internal tentu akan memiliki banyak 

kelemahan. Oleh karena itu pengawasan hakim konstitusi secara 

eksternal adalah suatu kebutuhan yang relevan dengan kondisi 

ketatanegaraan Republik Indonesia.  

2. Melakukan amandemen UUD NRI 1945 yang ke lima, yakni 

memperjelas maksud hakim dalam pasal 24B ayat (1). 
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